SALINAN

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7
ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
8/PMK.O7/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana
Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana
Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan

setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan
Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020
Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum
Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 139);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun
2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2013 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019
Nomor 10);

Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014
Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 1
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 1);
Peraturan Bupati Natuna Nomor 28 Tahun 2019
tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi

Umum Tambahan dan Anggaran Pendapatan dan
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Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna

Tahun 2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA
ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN
2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Natuna.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan
yang selanjutnya disebut Dana Alokasi Umum
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah
dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan

masyarakat kelurahan.
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6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan
sebagai perangkat kecamatan.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 2
Besaran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan yang ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
adalah sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua miliar empat

ratus lima puluh juta ribu rupiah).

Pasal 3
Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Natuna Tahun
Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dengan

menggunakan Alokasi Dasar.

Pasal 4
Alokasi dasar setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, dihitung berdasarkan alokasi Rincian Dana
Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan

dibagi jumlah Kelurahan.

Pasal 5
Penetapan Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan

bantuan pendanaan Kelurahan untuk setiap Kelurahan di
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Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)

(1)

(2)

BAB IV
PENGGUNAAN

Pasal 6
Dana Alokasi Umum tambahan bantuan pendanaan
Kelurahan diprioritaskan untuk:
a. pembangunan sarana dan prasarana
Kelurahan; dan

b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 7

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf a, digunakan untuk membiayai pelayanan

sosial dasar yang berdampak langsung pada
meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana

Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan
pemukiman;

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana transportasi;

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana kesehatan;

dan/atau
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d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan

kebudayaan.

Pasal 8

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana lingkungan
pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a, meliputi:
a. jaringan air minum,;
b. drainase dan selokan;
c. sarana pengumpulan sampah dan sarana

pengolahan sampah;
d. sumur resapan;
e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala
pemukiman;
alat pemadam api ringan;

pompa kebakaran portabel;

5 @ o

penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau

[

sarana prasarana lingkungan pemukiman
lainnya.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana transportasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,
meliputi:

a. jalan pemukiman;

b. jalan poros Kelurahan; dan/atau

c. sarana prasarana transportasi lainnya.
Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c,
meliputi:

a. mandi, cuci, kakus untuk umum /komunal,
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b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan
terpadu; dan/atau

c. sarana prasarana kesehatan lainnya.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan

pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan

kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf d, meliputi:

a. taman bacaan masyarakat;

b. bangunan pendidikan anak usia dini;

c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia
dini; dan/atau

d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan

lainnya.

Pasal 9
Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b,
digunakan untuk peningkatan kapasitas dan
kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan
mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu meliputi:
a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan
masyarakat;
b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan
dan kebudayaan,;
c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha
mikro, kecil, dan menengah;
d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan,;
e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban

umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
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f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam
menghadapi bencana serta kejadian luar biasa

lainnya.

Pasal 10

Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (2) huruf a, meliputi:

a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;

b. keluarga berencana;

c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau

d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan
masyarakat lainnya.

Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan

kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (2) huruf b, meliputi:

a. penyelenggaraan pelatihan kerja;

b. penyelengaraan kursus seni budaya; dan/ atau

c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan
kebudayaan lainnya.

Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro,

kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (2) huruf c, meliputi:

a. penyelenggaraanpelatihan usaha; dan/atau

b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha
mikro, kecil, dan menengah lainnya.

Pengelolaan  kegiatan lembaga kemasyarakatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf

d, meliputi:

a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan; dan/atau

b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan

lainnya.
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(5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum,
dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, meliputi:

a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan
Kelurahan;

b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga
keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau

c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat lainnya.

(6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam
menghadapi bencana serta kejadian luar biasa
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
huruf {, meliputi:

a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;

b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam
menghadapi bencana;

c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk
penanganan bencana;

d. edukasi manajemen proteksi kebakaran;
dan/atau

e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang

lainnya.
BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11

Mekanisme pertanggungjawaban Dana Alokasi Umum
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan berpedoman
pada Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna
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Nomor 53 Tahun 2014 tentang sistem dan prosedur
pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati
Natuna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Januari 2020

BUPATI NATUNA,
ttd

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 29 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd
WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 16
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No. Kecamatan Nama Kelurahan Alokasi Dasar ﬁi:l:i]s; Pagu 1?:1?;:1)1?: per-

(1) @) (3 4 (5 5=+

1 Kecamatan Bunguran Timur Kelurahan Ranai Rp350.000.000,00 - Rp350.000.000,00
2 Kecamatan Bunguran Timur Kelurahan Batu Hitam Rp350.000.000,00 - Rp350.000.000,00
3 Kecamatan Bunguran Timur Kelurahan Ranai Darat Rp350.000.000,00 - Rp350.000.000,00
4 Kecamatan Bunguran Timur Kelurahan Bandarsyah Rp350.000.000,00 - Rp350.000.000,00
S Kecamatan Serasan Kelurahan Serasan Rp350.000.000,00 - Rp350.000.000,00
6 Kecamatan Midai Kelurahan Sabang Barat Rp350.000.000,00 - Rp350.000.000,00
7 Kecamatan Bunguran Barat Kelurahan Sedanau Rp350.000.000,00 - Rp350.000.000,00

Jumlah

Rp2.450.000.000,00 -

Rp2.450.000.000,00

BUPATI NATUNA,
ttd

ABDUL HAMID RIZAL




